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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat belakangan
ini semakin meningkat, bukan saja dari segi pangan, tapi juga sandang dan
papannya. Banyak usaha-usaha kecil dan menengah tumbuh untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat tersebut. Munculnya usaha-usaha tentu akan memerlukan
modal di dalam kegiatan operasionalnya. Untuk mendapatkan modal tersebut,
para pengusaha mencari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan.
Perkembangan perekonomian belakangan ini membuat persaingan bagi lembaga-
lembaga pembiayaan dalam menawarkan berbagai produk yang dimilikinya.
Tentunya para calon nasabah akan kebingungan dalam memilih lembaga
pembiayaan yang sesuai dengan bidang usahanya.'

Perbankan atau lembaga keuangan merupakan salah satu dari sistem
keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary, yaitu suatu lembaga
yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna
dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien baik pada skala
makro maupun pada skala mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan
ke berbagai ragam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani

" Tri Wahyuni, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah
Mandiri KCP Buleleng”, Vokasi, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 176.



oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan
terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka tahun
1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, lembaga keuangan syariah mulai
banyak dilirik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena sistem
perekonomian ini dianggap menguntungkan dan memberikan keadilan bagi
semua pihak. Dalam sistem ekonomi syariah, semua pihak akan merasakan
keuntungan bersama. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia juga didasari
oleh kondisi negara Indonesia itu sendiri yang mayoritas penduduknya beragama
Islam.

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang belakangan ini mulai tumbuh
dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih
lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan
layanan pembiayaan adalah bayt al-mal wa al-tamwil (BMT). BMT adalah
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan
bertujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam
rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir
miskin.”> Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, pertama, melakukan
kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (bayt al-

* Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 63.



tamwil —pengembangan harta), dan kedua, menjadi lembaga keuangan yang
sudah ada sejak masa Rasulullah untuk menangani setiap harta benda kaum
muslimin (bayt al-mal).

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan
moneter, BMT banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain,
BMT sering melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada kalangan
usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka. BMT dilihat
dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana
(surplus unit) dan peminjam (defisit unit).® BMT beroperasi berlandaskan prinsip-
prinsip ekonomi Islam yang menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah
satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang perorang.
BMT Barokah juga hadir dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. BMT Barokah tumbuh dari keinginan dan prakarsa
masyarakat sendiri dan merupakan kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dari,
oleh dan untuk anggota.

BMT Barokah yang terletak di desa Terate Kecamatan Pandian
Kabupaten Sumenep merupakan unit usaha dari Kopontren al-Barokah dengan
nomor akta pendirian 479/BH/KWK.13/VII/1998 yang bergerak dalam bidang
jasa keuangan syariah. Unit ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2003 dengan

bentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) yang kemudian pada tahun 2013

> Ahmad Sumiyanto, BMT Menjadi Koperasi Modern (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), 24-

25.

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004),
150-159.



mengalami inovasi dengan bentuk Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Di
samping sebagai lembaga yang berorientasi pada profit, BMT Barokah juga
bergerak dalam bidang sosial. Pada unit ini terdapat 3 (tiga) jenis produk jasa
keuangan yang dijalankan, yaitu simpanan, pembiayaan gard al-hasan, dan infaq.
Pada tahun 2013, BMT Barokah telah mengeluarkan zakat anggota tahun buku
2012 pada bulan Ramadhan dengan jumlah Rp. 900.000,- dan mengeluarkan
santunan anak yatim sebesar Rp. 1.550.000,-.”

Pada dasarnya BMT Barokah merupakan lembaga yang berbadan hukum
koperasi simpan pinjam syariah (KSPS). Meskipun BMT Barokah merupakan
lembaga keuangan bukan bank namun pada pokoknya BMT Barokah mempunyai
kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank.® Secara umum kegiatan
utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota
dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui
tabungan dan simpanan dengan prinsip wadi’'ah dan prinsip mudarabah.
Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota dan calon anggota yang
membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan ini dapat
dilakukan baik dengan prinsip jual beli berupa akad murabahah, salam, istishna’

maupun dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudarabah, musharakah, ijarah,

dan gard al-hasan.’

> BMT Barokah, Buku Pedoman Rapat Anggota Tahunan Buku 2013 (Sumenep: BMT Barokah, 2013),
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Pengelolaan BMT Barokah ini, khususnya dalam pengelolaan
pembiayaan gard al-hasan, menuai kesenjangan dalam pengaplikasiannya. Salah
satunya adalah terkait dengan sumber dana. Sumber dana yang dialokasikan untuk
pembiayaan gard al-hasan berasal dari bagian modal BMT, keutungan BMT yang
disisihkan seperti dari zakat, infaq dan sadaqah,8 namun kenyataannya di BMT
Barokah ini sumber dana juga berasal dari pihak ketiga yang membutuhkan bagi
hasil. Ketika dana pihak ketiga tersebut digunakan untuk pembiayaan gard al-
hasan, maka BMT akan sulit bahkan tidak bisa mengalokasikan bagi hasil untuk
dana pihak ketiga tersebut.

Pembiayaan gard al-hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan
atas dasar kawajiban sosial semata di mana peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman itu sendiri, namun demikian
untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari tetap harus
ada barang yang dijadikan jaminan. Secara umum, gard al-hasan diartikan sebagai
infaq di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran
dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
Ada juga yang mengatakan bahwa gard al-hasan merupakan bentuk transaksi
pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan atau bunga. Di dalam kamus

istilah fiqih gard al-hasan artinya pinjaman yang baik, yaitu mengembalikan

¥ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta:
Kencana, 2014), 347.



pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat
sebelumnya.’

Dalam kaitan ini alquran surah al-Hadid ayat 11 menerangkan bahwa
pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata gard hasan, namun kata yang
lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah kata gard al-hasan yang
artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara
sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.'’ Dalam pengertian lain, gard al-
hasan berarti pinjaman tanpa laba (zero-return). Alquran sangat menganjurkan
kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Sekalipun
peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, namun peminjam
diperbolehkan memberi bonus sesuai kerelaannya.'!

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan
dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang
dipinjam.'? Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya pada
saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya
administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.”> Antara pihak BMT Barokah

dan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan, selalu membuat

’ M. Abdul Mujieb, et al., Kamus Istilah Figih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 272,

' Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah (Yogyakarta: UII Press, 2009), 143.
" Mervyn K. Lewis & Latifa M.Algoud, Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktek & Prospek, terj.
Burhan Subrata (Jakarta: PT. Serambi [lmu Semesta, 2007), 83.
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Indonesia, 2009), 111.

'3 Wirdyaningsih, et al., Bank & Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 127.



kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut
tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan murabahah,
musharakah, mudarabah maupun qard al-hasan. Dengan demikian, secara
otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat
bersama,'* namun dalam praktiknya, terkadang dijumpai cidera janji yang
dilakukan oleh pihak anggota baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja
tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Barokah sesuai perjanjian yang
telah disepakati.

Kewajiban nasabah kepada BMT Barokah yang tidak dipenuhi,
dipandang sebagai suatu pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah
terjadi tidak secara tiba-tiba karena pada umumnya, sebelum mengalami
pembiayaan bermasalah BMT terlebih dahulu mengalami pembayaran yang tidak
stabil dari nasabahnya. Pada tahap ini pihak BMT akan memperingatkan secara
kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akan di akad ulang. Apabila pembiayaan
mengalami kemacetan maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi,
yaitu tindakan melawan hukum.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan gard al-hasan ini pihak BMT
menerapkan adanya jaminan untuk meyakinkan keseriusan atau kesungguhan
mugqtarid dalam menjalankan usahanya sesuai dengan akad yang telah

disepakati."> Pihak BMT juga harus melakukan penilaian terhadap barang yang

' Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.
1> Antonio, Bank Syariah, 105.



dijadikan jaminan sehingga jaminan tersebut cukup memadai dengan fasilitas
yang diterima oleh nasabah. Jika di kemudian hari nasabah tidak mampu melunasi
kewajibannya, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung
pembayaran.'® Namun di BMT Barokah, nasabah yang mengajukan pembiayaan
gard al-hasan tidak semuanya disyaratkan dengan jaminan barupa barang yang
bernilai, ada yang hanya menggunakan referensi dari tokoh-tokoh tertentu yang
seakan memberi jaminan moral bahwa si nasabah adalah orang yang pantas untuk
mendapatkan pembiayaan tersebut.

Ketiadaan jaminan membentuk pola pikir masyarakat yang seakan tidak
mempunyai beban untuk memenuhi kewajibannya, sehingga mulai muncul
beberapa pembayaran yang bermasalah, ada pembayaran yang dikategorikan
dengan istilah kurang lancar dan pembayaran yang diragukan. Dari sini
diperlukan upaya dari pithak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah,
karena seperti yang dijelaskan bahwa nasabah tidak diwajibkan untuk
memberikan jaminan. Dari beberapa permasalahan di atas, penulis bermaksud
mengadakan penelitian dengan judul Pembiayaan Qard al-Hasan bermasalah:
Problematika dan Solusinya dalam BMT Barokah Sumenep.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah—masalah yang

teridentifikasi adalah:

'® A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 290.



. Penerapan pembiayaan dengan akad gard al-hasan di BMT Barokah
Sumenep.

. Prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad gard al-hasan di BMT Barokah
Sumenep.

. Tidak adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan gard al-hasan di BMT
Barokah Sumenep sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan
bermasalah.

Selain dari ZIS, sumber dana juga diambil dari dana pihak ketiga.

. Problematika pembiayaan gard al-hasan bermasalah di BMT Barokah
Sumenep

. Upaya pihak BMT Barokah dalam menyelesaikan pembiayaan gard al-hasan
yang bermasalah.

Dari identifikasi masalah dapat ditentukan batasan masalah dalam

penelitian ini:

1. Problematika pembiayaan gqard al-hasan bermasalah di BMT Barokah

Sumenep.

2. Penyelesaian BMT Barokah terhadap pembiayaan gqard al-hasan yang

bermasalah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:
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1. Bagaimana problematika pembiayaan gard al-hasan bermasalah di BMT
Barokah Sumenep?
2. Bagaimana BMT Barokah menyelesaikan pembiayaan gqard al-hasan
bermasalah?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk memahami problematika pembiayaan gard al-hasan bermasalah di
BMT Barokah Sumenep.
2. Untuk memahami bagaimana pihak BMT Barokah menyelesaikan
pembiayaan gard al-hasan yang bermasalah.
E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Dari segi teoretis
a. Sebagai rujukan/penambah referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya
yang ingin meneliti ataupun menganalisa penelitian tentang pembiayaan
gard al-hasan bermasalah.
b. Untuk memberikan kontribusi teori dan konsep pada BMT Barokah dan

pengembangannya.
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2. Dari segi praktis

a. Memberikan kontribusi pada BMT Barokah dalam melaksanakan kegiatan
usahanya dan mengambil keputusan serta kebijakan tentang pembiayaan
gard al-hasan.

b. Menjadi sumber inspirasi bagi yang membutuhkan, terutama bagi yang
sedang melakukan penelitian untuk nmempermudah dan melancarkan
analisisnya.

F. Kerangka Teoretik
1. Pembiayaan Qard al-Hasan
Qard al-hasan adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan biaya

(hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), atau pinjaman tanpa laba.'’

Bila peminjam tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tepat pada

waktunya, ia diberikan kelonggaran waktu pembayaran. Kemudian, jika

peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikannya sebab terjadi force major
atau suatu keadaan yang memaksa, yakni keadaan di mana debitur (peminjam)
terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang
tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, pemberi pinjaman harus
menganggapnya sebagai sedekah.'®

Transaksi gard diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis

Riwayat Ibnu Majjah. Sungguhpun demikian Allah swt. mengajarkan kepada

' Marvyn K Lewis dan Lativa M Algoud, Perbankan Syari’ah, 108.
'8 M. Nadratuzzaman & AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari’ah (Jakarta:
Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, 2007), 71.
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kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Dalam surah a/-Hadid

ayat 11 Allah berfirman:

501y e Ty e 2 G5 s s

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam diseru untuk
“meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan
Allah. Selaras dengan itu, manusia juga diseru untuk ”meminjamkan sesama
manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Kata dha di atas (dalam lafad man dha) berfungsi sebagai penguat
dorongan berinfak. Ayat ini dikemas dalam bentuk pertanyaan dengan tujuan
mendorong siapa pun yang biasa berinfak untuk terus meningkatkan infaknya
apalagi yang belum terbiasa, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat
ganda. Yang dimaksud dengan “pahala yang mulia” dalam ayat di atas adalah
pengampunan dosa-dosa.”’

Anjuran tentang pinjam meminjam selain tertuang dalam Alquran di
atas juga diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa:
sl Wiy a0 Ul B W o alias W oS0 e oy ) s Wi
oot os el s il Gl W Bus Wl oy plia Was Al
LS 2kl Ol e o ml 3 il oy ade & o &) Jsey JB JB UL
o Jal oA UL e b clB e Bl pdly Bl i B0l

19 al-Qur’an, 57: 11.
2 M. Quraish Shahab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera
Hari, 2002), 22.
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Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan harta
orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah lebih banyak dari orang
yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjam kecuali jika benar-
benar membutuhkan. Hadis ini juga mengajarkan bahwa tolong menolong
merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

Qard al-hasan merupakan pinjaman kemurahan dan merupakan salah
satu keistimewaan BMT. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang
yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Peminjam
hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan
bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan
untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

Sedangkan terkait dengan sumber dana gard dan gard al-hasan
menurut Muhammad Syafii Antonio dapat berasal dari beberapa sumber,
yaitu: **

a. Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat
dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
b. Qard al-hasan yang diperlukan untuk membantu usaha dan keperluan

sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq, dan sadaqah.

2! Ibnu Majah, Sunnah Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 389.
2 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

131.
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Selain itu ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk
gard al-hasan yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti
bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya.
2. Pembiayaan bermasalah
Pada hampir setiap lembaga keuangan dapat dijumpai adanya
pembiayaan bermasalah, hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh pihak
perbankan atau dari pihak nasabah. Menurut Sudrajat, penyebab timbulnya
pembiayaan bermasalah bukan hanya disebabkan oleh pihak bank , tetapi juga
dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh pihak bank atau BMT yang
kurang dimengerti oleh nasabah.” Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal
yang tidak di inginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT.
Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji
untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang
pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi
keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.
3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah
Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau
pembiayaan yang bermasalah, pihak Bank perlu melakukan penyelamatan
sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan

yang macet menurut Kasmir meliputi: rescheduling, reconditioning,

3 Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE,
2002), 128.
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restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan.”* Sedangkan menurut KH
Ma’'ruf Amien dalam “Himpunan Fatwa DSN”, menyebutkan bahwa dalam
menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru,
antara lain tentang line facility, potongan utang pembiayaan murabahah
(pembiayaan dengan prinsip jual beli), rescheduling pembiayaan murabahah,
reconditioning pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi
nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam

pembiayaan musharakah dan mudarabah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan gard al-hasan bermasalah masih belum
penulis temukan di beberapa hasil penelitian. Saifuddin Syuhri melakukan
penelitian tentang Promosi Produk Akad gard al-hasan pada Calon Penabung
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bayt al-Mal wa al-tamwil Maslahah Mursalah 1i
al-Ummah Sidogiri Jawa Timur. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa
promosi akad gard al-hasan selain berpengaruh terhadap keputusan calon
anggota, dan kegiatan komunikasi akad gard al-hasan yang dilakukan oleh KJKS
BMT MMU Sidogiri Jawa Timur juga berpengaruh terhadap respon calon

anggota. Promosi dan komunikasi dengan menggunakan akad gqard al-hasan

* Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 116-117.
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mampu mempengaruhi keputusan calon anggota untuk menabung di KJKS BMT
MMU Sidogiri Jawa Timur.*’

Ade Nur Setyanto melakukan peneletian tentang strategi penyelesaian
pembiayaan bermasalah di BMT Sumber Mulia Tuntang. Penelitian ini
menghasilkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah meliputi kerja sama
dan pencarian jaminan. Pada penelitian ini hanya mencakup strategi penyelesaian
pembiayaan saja tidak membahas cara meminimalisasi pembiayaan bermasalah.°

Liza Muzayana Afifah melakukan penelitian tentang strategi
meminimalisasi dan menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT
Muhajirin Salatiga. Penelitian ini di samping membahas tentang analisis
pembiayaan berdasarkan informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi
calon mugtarid juga membahas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah adalah
kurang telitinya pthak BMT dalam melakukan penilain. Dalam penelitian ini juga
dijelaskan mengenai strategi yang digunakan oleh pihak BMT dalam meminilisir
risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menyarankan nasabah untuk
mengangsur secara harian dan mensyaratkan keanggotaan minimal 3 bulan untuk

memperoleh fasilitas pembiayaan.?’

% Syaifudin Syuhri, “Promosi Produk Akad Qard al-Hasan pada Calon Penabung Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Bayt al-Mal wa al-Tamwil Maslahah Mursalah li al-Ummah Sidogiri Jawa Timur”
(Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

% Ade Nur Setyanto, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Sumber Mulia
Tuntang Tahun 2007” (Tesis--STAIN, Salatiga, 2008).

" Liza Muzayana Afifah, “Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet
Pada BMT Muhajirin Salatiga” (Tesis--STAIN Salatiga, Salatiga, 2008).
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Ahmad Syathiri melakukan penelitian tentang pembiayaan gard al-hasan
dan kontribusinya terhadap peningkatan usaha nasabah: studi kasus di bank
negara indonesia (BNI) Syariah cabang Surakarta, penelitian ini merupakan
gambaran tentang studi manfaat dari pembiayaan qard al-hasan disorot dari
peningkatan usaha nasabah, baik dari sisi kenaikan modal dan laba tiap periode
maupun peningkatan produksi usaha.”® Lebih jauh Ahmad Syathiri membidik
secara baik bagaimana kontribusi pembiayaan gard al-hasan dalam peningkatan
perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat mereka memiliki
pendapatan lebih dan akhirnya akan menabung di bank syariah, sehingga bank
syariah akan menjadi besar dalam proses jangka panjang. Kekurangan dari
penelitian ini, sisi manajemen pihak bank syariah belum dijelaskan secara
sempurna.

Mimi Rahmawati dalam penelitiannya tentang pengelolaan dan
pengembangan pembiayaan gard al-hasan. Penelitian ini menjelaskan perincian
pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan gard
al-hasan yang dananya bersumber dari ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah).” Penelitian
ini bagus mengingat bagaimana pihak BMT mengelola pembiayaan qard al-hasan
dan bagaimana mengembangankan produk ini. Kekurangan dalam penelitian

dalam pengembangan yang dimaksud masih belum ada masukan secara efektif

* Ahmad Syathiri, “Pembiayaan Qard al-Hasan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Usaha
Nasabah: Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta” (Tesis--Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta 2009).

¥ Mimi Rahmawati, "Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan Qard al-Hasan: Studi Kasus di
BMT Al-Ikhlas Yogyakarta” (Tesis--UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2009).
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untuk dijadikan sebagai kata, ’Pengembangan”, terutama belum ada wacana yang
muncul dari saran peneliti tentang apakah dana pembiayaan gard al-hasan bisa
dilakukan dari sumber dana wadi’ah misalnya, hal ini belum muncul dalam
pembahasannya.

Dian Nuriyah Solisa dalam penelitiannya tentang pengelolaan gqard al-
hasan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta,
mendeskripsikan tentang proses pembiayaan serta sumber dana pembiayaan gard
al-hasan yang menetapkan adanya tambahan bunga di dalam pengembaliannya®.

Dwi Indah Inayah dalam penelitiannya gard al-hasan pada BMT Ahmad
Dahlan Cawas Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini diketengahkan persoalan
pembiayaan kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer maupun sekunder
(terkait konsumsi) yang dilakukan di BMT Ahmad Dahlan, serta menilai
pelaksanaan kredit konsumsi tersebut apakah sudah sesuai dengan syari’at Islam
atau belum. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan; pertama, pengelolaan
gard al-hasan di BMT Ahmad Dahlan menjadikan kebutuhan manusia sebagai
bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan gard al-hasan, dan kedua,

pengelolaan gard al-hasan di BMT Ahmad Dahlan telah memenuhi tuntutan

3% Dian Nuriah Solisa, “Pengelolaan Qard al-Hasan (Pinjaman Kebijakan) di Bank Rakyat Indonesia
(BRI) Syariah Cabang Yogyakarta” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
2006).
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hukum Islam sebagai agama yang menuntut penggunaan harta dengan jalan yang
bijaksana. >!

Nuning Tri Wulandari dalam penelitiannya tentang tanggung jawab
mugqtarid terhadap mugqrid dalam pembiayaan gard al-hasan: pada bank BRI
Syariah cabang Yogyakarta), membahas tentang tanggung jawab debitur terhadap
kreditur dalam gard al-hasan di Bank BRI Syariah Cab. Yogyakarta. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah; mugtarid wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai
dengan waktu yang telah disepakati kepada mugrid. Selain itu, debitur juga wajib
melaporkan perkembangan usahanya apakah mengalami perkembangan atau
tidak, karena usaha tersebutlah yang menjadi jaminan di dalam pembiayaan gard
al-hasan.>

Sedangkan dalam tesis ini pembahasannya ditekankan pada problematika
pembiayaan gard al-hasan bermasalah dan solusinya di BMT Barokah Sumenep.

Sehingga tesis ini berbeda dengan penelitian yang lain yang sudah dijelaskan di

atas dan bukan merupakan plagiat.

' Dwi Indah Inayah, “Qard al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Perspektif Hukum Islam”
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

%2 Nuning Tri Wulandari, “Tanggung Jawab Mugtarid terhadap Mugrid dalam Pembiayaan gard al-
hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
2007).
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H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,> yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif
berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistik) dan dapat
mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Penelitian kualitatif memusatkan
perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-
satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang
dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari
masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-
pola yang berlaku.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu untuk
mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang
bersangkutan.’ Dalam hal ini peneliti melakukan studi kasus kemasyarakatan
tentang pembiayaan qard al-hasan bermasalah yang jarang terjadi di
masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang

pembiayaan gqard al-hasan bermasalah, faktor-faktor penyebab terjadinya

33 Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data
yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut
naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh
eksperimen dan tes. Lihat Nasution, Mefode Penulisan Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito,
1988), 18.

3* Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998), 20-21.
3 Ismail Nawawi, Metoda Penelitian Kualitatif (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 83.
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pembiayaan gard al-hasan bermasalah, serta bagaimana pihak BMT Barokah
untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber
data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni subjek
penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan
menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsun g36 atau
yang dikenal dengan istilah interview (wawancara). Sedangkan sumber data
sekunder merupakan sumber data yang tidak berhubungan secara langsung
dengan objek penelitian, akan tetapi memiliki informasi yang berkaitan
dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer terdiri dari
pimpinan, karyawan, nasabah, serta dokumentasi dari BMT Barokah yang
berhubungan dengan pembiayaan gard al-hasan, data yang digali dari sumber
tersebut merupakan data pokok atau data primer. Penggalian data juga diambil
dari sumber data sekunder yang berupa literatur atau bacaan yang relevan
serta dokumen lain yang tidak menggambarkan permasalah secara langsung
namun masih terkait dengan BMT Barokah maupun dari perilaku nasabah
yang melakukan pembiayaan gqard al-hasan, hal ini meliputi tokoh
masyarakat, tokoh agama atau orang-orang yang memiliki data tentang

subjek penelitian.

% Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Belajar, 2007) , 91.
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3. Teknik Penggalian Data

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengadakan

penelitian adalah menentukan teknik yang akan digunakan dalam

mengumpulkan data, harus diperlihatkan cara dan hakekat pemakaian metode

pengumpulan datanya. Pengumpulan data pada dasarnya adalah suatu

kegiatan operasional agar tindakan seseorang peneliti masuk pada penelitian

yang sebenarnya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan

melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui observasi, wawancara dan dokumetansi

yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a)

b)

Pada tahap awal dilakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan
secara sistematis dan terencana untuk memperoleh data yang wvalid.
Dalam hal ini selaian peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas yang
terjadi di BMT Barokah, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap
aktivitas nasabah yang melakukan pembiayaan gard al-hasan.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan wawancara secara intensif dan
mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak
terstruktur dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar
lingkup penelitian, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara
berlangsung akan tetapi tetap pada sebatas ruang lingkup penelitian,
dengan tujuan agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan

mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan
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yang akan diajukan. Peneliti mengamati kenyataan dan mengajukan
pertanyaan dalam wawancara hingga berkembang secara wajar
berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang
diwawancarai.”” Maksud dalam penelitian ini penulis memaparkan data
hasil penelitian di lapangan yakni tentang problematika pembiayaan gard
al-hasan bermasalah yang terjadi di BMT barokah Sumenep.

Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen dalam
penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode

: 38
observasi dan wawancara.

4. Analisa Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat

deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan

dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.*’

37 Andi Prastowo, Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Diva
Press, 2010), 14.

3 1bid., 220.

% Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 10.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok,
memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi
data dilakukan secara kontinyu, dalam mereduksi data setiap peneliti akan
dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data memerlukan
kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih
baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau
orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan
peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data yang memiliki
nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.*® Dalam penelitian
ini, data yang hasilkan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan
temanya yang kemudian dipilih mana data digunakan dalam laporan
penelitian dan mana data yang tidak digunakan.
b. Penyajian Data
Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Menyajikan

data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat

0 Ismail Nawawi, Metoda Penelitian Kualitatif, 258.
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naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.*' Dalam penelitian ini,
setelah data direduksi maka selanjutnya data tersebut diolah dalam bentuk
narasi sehingga mudah untuk dilakukan analisis terkait dengan
permasalahan yang di lapangan.
Verifikasi

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan
penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada
yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas

menjadi jelas.**

5. Validitas data

Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada

objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang

valid adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan

peneliti dengan kenyataan yang terjadi pada objek di lapangan. Akan tetapi,

perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif

1 Ibid.
2 Ibid. 259
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tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi
manusia.* Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid terhadap data
yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan teknik triangulation, yaitu
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu. Sebagai perbandingan triangulasi ini digunakan dengan cara
membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan atau informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian, hal
ini bisa membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan, atau
juga membandingkan hasil wawancara dari 2-3 informan yang berbeda.
Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama yang menunjukkan keabsahan

sebuah hasil penilitian adalah, valid, reliabel dan obyektif.

I. Sistematika
Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum
yang memuat pola dasar penulisan tesis ini yaitu latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kajian penelitian terdahulu, tinjauan pustaka dan metode penelitian
yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis

data serta terakhir membahas out line penelitian.

* Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 119.
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Bab dua membahas tentang pengertian umum pembiayaan dan meliputi
hal-hal yang berkaitan dengan pembahasannya, pembiayaan gqgard al-hasan
bermasalah dan penyelesaian pembiayaan gard al-hasan bermasalah.

Bab tiga membahas tentang BMT secara umum dan dikerucutkan pada
seputar BMT Barokah Sumenep, mencakup sejarah berdirinya, organisasi dan
manajemen, permasalahan yang terjadi di BMT Barokah Sumenep. Pada bab ini
penulis bermaksud menggambarkan keadaan lapangan tempat diadakannya
penelitian.

Bab empat menganalisa data lapangan yang telah dilakukan di BMT
Barokah Sumenep, bab ini berisi analisis tentang pembiayaan gard al-hasan
bermasalah, terkait dengan problematika dan solusinya dalam BMT Barokah
Sumenep.

Bab lima merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan

saran.



